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RINGKASAN PENELITIAN DAN SUMMARY

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 32 TH. 2004 TENTANG
PEMERINTAIIAN DAERAH KHUSUSNYA DALAM PENGELOLAAN
SUMBERDAYA PERIKANAN LAUT DI KABUPATEN LAMONGAN

Roestoto Hartoioput;'o jod |
(Tahun 2006 - 24 halaman)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang
mengatur tentang pemerintahan daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999. Salah satu penyebab adanya penggantian ini dilakukan karena
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memunculkan berbagai
persoalan pelik terkait dengan pengelolaan sumberdaya laut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kebijakan yang
diambil olch Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang pengelolaan sumberdaya
perikanan scbagai implementasi Undang-undang Nomor 32 Th. 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dilakukan di wilayah pesisir dan
kelautan di Kabupaten Lamongan, sedangkan diskusi dan analisis dilakukan di
Laboratorium llmu Adminsitrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga. Sampe! yang berupa informan berasal dari aparat pelaksana dan
kalangan publik. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara
mendalam (depth interview) dan data sekunder diambil dari pihak-pihak yang terkait,
serta teknik observasi ke lokasi penelitian. Data yang terkumpul dikelompokkan dan
dikategorikan dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada
hakekatnya merupakan upaya mencari jawaban atas permasalahan dan dianalisis secara
kualitatif

Hasil penclitian menunjukkan bahwa scbagian besar Peraturan Pelaksanaan di
Daerah, sebagai implementasi undang-undang No. 32. Th. 2004 sudah ditctapkan dan
dil;aksanakan di Kabupaten Lamongan. Demikian juga berbagai program tclah
dituangkan dalam Rencana Strategis (RPJM) tahun 2006 — 2010.

kafq kuncr = UU o 32 th 2c0Y4 Cumbwdatlm Prikanay \out-,

*) Jurusan llmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Iimu Politik,
Universitas Airlangga.

**) Dibiayai Dana DIPA-PNBP Universitas Airlangga tahun 2006
SK Rektor No. 4017/J0.3/PP/2006 Tanggal 2 Juni 2006.



SUMMARY

THE IMPLEMENTATION OF THE UNDANG-UNDANG NO. 32. TH. 2004
ABOUT -LOCAL GOVERNMENT A SPECIALLY ON MARINE FISHERIES
RESOURCES MANAGEMENT IN LAMONGAN REGENTCY. **) '

Roestoto Hartojoputro *)

(2006 — 24 pp)

Undang-Undang No. 32 / 2004 is the rule 'that introduced about the Local
Government. Is relieved of the Undang-Undang No.22 Th. 1999 that have complicated
problem a specially on marine fisheries resources management.

The aims of this research want to knows about the profile of the Lamongan
Regentcy capability in marine fisheries resources management as the implementation of
the Undang-Undang No. 32 /2004

The desgription research was done in Lamongan Regentcy at the marine and
coastal areal. The Data analysed in the Public Administration Laboratorium, Faculty of
Social and Political Scienses, Airlangga University. The informan are the local
administration and the public society in Paciran and Brondong Districts. The primary
data collected by depth interview with the informans. The secondary data collected by to
used of the documents that relation with the research problem that is gets from the
relationships.

The Result showed that almost of the local regulary role that is implemented of
thé Undang-Undang No.32 Th. 2004, there was decided and apllicated in Lamongan
Regentcy.

*) Department of Public Administration, Faculty of Social and Political
Sciences, Airlangga University.

**) Dana DIPA-PNBP Universitas Airlangga Th. 2006 No 4017/30.3/PP/2006,
June, 2™, 2006..
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

'Unda'ng-Undang Nom(.)r 32 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang
mengatur tentang pemerintahan daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999. Salah satu penyebab adanya penggantian ini dilakukan karena
pemberlakuan Undang:Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memunculkan berbagai
persoalan pelik terkait dengan pengelolaan sumberdaya laut. Kenyataan ini tentu saja
sangat disayangkan, karcna pada -awalnya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat
berperan:,mcnciplakan solusi bagi masalah dunia perikanan, yang tengah menghadapi
masa sulit terkait dengan menipisnya stok ikan (over fishing) di berbagai wilayah
penangkapan. Disamping itu undang-undang tersebut diharapkan juga dapat
memfasilitasi munculnya sebuah perbaikan terhadap sistem pengelolaan yang berlaku
waktu itu.

Ma’ruf dan Agus (2005) mengatakan bahwa mengacu pada UUD 1945 Pasal 33,
pemerintahan pada masa Orde Baru menetapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya
perikanan secara terpusat. Dalam konteks kebijaksanaan sentralistik tersebut,
pendekatan operasional yang dipilih adalah doktrin “milik bersama” (common
property), dimana sctiap individu (kelompok) berkesempatan mendapatkan akses yang
sama (open access) untuk melaksanakan kegiatan eksploitasi di setiap titik di setiap
bagian wi!a;’ah perairan Indonesia. Kelemahan dari sistem ini adalah bahwa para
pemilik modal (pada umumnya bukan orang daerah) bersaing melakukan eksploitasi

sumberdaya, termasuk melakukan ekspansi ke daerah-daerah.
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Berdasarkan hal di atas maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tﬁhun

1999 ter;ebut. Akan tetapi kenyataannya undang-undang ini memunculkan persoalan

baru yaﬁg' komplek, antara lain beberapa pasal UU 22/1999 telah mendorong kompetisi

. antar daerah, yang tidak seharusnya boleh terjadi pada pemanfaatan sumberdaya

perikanan. Pembagian kewenangan pengelolaan wilayah perairan laut yang semula
“dimiliki bersama” seakan diperbolehkan untuk dikapling-kapling oleh daerah.

Terkait dengan implikasi negatif tersebut, maka diperbarui dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diharapkan memberikan harapan baru bagi upaya

o
-]

penyempurnaan sintem pengelolaan perikanan di Indonesia.

Kabupate(x)l Lamongan terletak di kawasan pantai utara (Pantura) Propinsi Jawﬁ
Timur dengan luas 1.669,55 km? dan berpenduduk 1.389.010 Jjiwa merupakan salah
satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang mempunyai potensi besar dalam bidang
perikanan laut. Hal ini nampak dengan dimilikinya 27 desa pesisir yang berada di dua
kecamatan yaitu Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong. Panjang pantai = 47 km
dengan jumlah nelayan 22.730 orang atau setara dengan 4.546 RTP, terdapat 5.345
anﬁada ta;gkap dan- 8.306 buah alat tangkap. Buruh nelayan sejumlah 18.455 dan
juragan/pemilik kapal 4.275 .orang.( Roestoto HP., 2003)

Sebagai salah satu daerah yang potensial dalam bidang perikanan laut maka
sudah sewajamnyalah Pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan dan menetapkal;
kebijakan khusus dalam bidang perikanan laut sebagai pelaksanaan lebih lanjut terhadap
Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tem;ama berkaitan dengan berbagai |

peluang baru untuk menyempurnakan sistem pengelolaan perikanan.



1.2 Rumusaﬁ Masalah

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 telah mebuka peluang bagi daerah-daefah
untuk melakukan penyelesaian sengketa antar mercka meskipun terlihat tidak cukup
mudabh. lUndan'g-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga membuka peluang baru untuk
mcﬁycmpumakan sistem pengelolaan pgrikanan.

Berdasarkan hal seperti tersebut di atas maka permasalahan yang dapat diajukan
dalam penelitian ini ac.ialah bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan
dalam hal pengelolaan sumberdaya perikanan laut sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah No. 22/1999 jo Nomor 32/2004 ?

s
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TINJAUAN PUSTAKA
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. Updang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang - Pemerintahan Daerah
mémberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah agar
feluasa nengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesgz;i dengan
kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap dacrah. Pemberian otonomi
dititikberatkan pada Kabupaten dan Kota dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan
otonomi lebih dapat mengakomodasikan dan mewujutkan cita-cita masyarakat makmur
dan sejahtera melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dan agar
dapat dinikmati oleh semua iapisan warga masyarakat (Djumari, 2005).

Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk
menyelonggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang
pemerintahan, keculi kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
p,el"adilan. moneter, ﬁsk’al. agama dan kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan
deﬁgan Peraturan Pemerint;h. (yang dalam hal ini adalah PP Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangain Provinsi sebagai Daerali Otonom).

Tujuan pgletakan kewenangan seperti yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999,
adalah pcningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, dan
penghormatan - terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan
keanekaragaman Daerah. Kewenangan ini dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat
yang melipqti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada

semua aspek pemerintahan.



Prinsip-prinsip pc:nberian otonomi daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999,
(yang juga dian’ut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) adalah :
| 1. Otononﬁi Daerah memperhatikan aspek &cmokrasi, pemerataan dan keadilan,

transparansi, potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Prinsip otonomi yang luas, nyata danbertanggungjawab terdapat di Kota dan
kabupa.tcn sedangkan Provinsi terbatas.

3. Otonomi daerah harus sesuai dengan konsitusi untuk terjaminnya hubungan
yang serasi Pusat - Daerah dan antar Daerah.

Harus lebih meningkatkan kemandirian daerah.

>

w

. Meningkatkan peranan dan fungsi DPRD sebagai fungsi legislasi, pengawasan,
maupun fungsi anggaran. ‘

6. . Pelaksanaan azas gekonsentrasi diletakkan pada daerah Provinsi;

7. Pelaksanaan tugas pembantuan dimungkinkan dengan konsekuensi pembiayaan.

(Roestoto HP, 2004).

Problematika pengelolaan perikanan yang timbul akibat penerapan UU 22/1999,
yang sedianya diharapkan dapat memfasilitasi munculnya sesbuah perbaikan terhadap
sistem pengelolaan yang berlaku pada masa itu. Kemudian UU 32/2004 pada saat ini
dapat dianggap' scbagai sebuah harapan baru bagi upaya penycmpurnaan sistem
pengelolaan perikanan di Indonesia (Ma’ruf dan Agus, 2005).

Pokok-pokok pasal pengelolaan sumberdayé laut pada UU 32/2004 terlihat
antara lain pada ketcntuan-keleptuan tentang : batas pengelolaan laut propinsi selebar 12
mil dari panufi (pasal 3), laut kabupaten selebar 3 mil dari panfai (pasal 10:3),

kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan didalamnya



(pasal | 0:3). kewenangan yang juga menyangkut peraturan adminsistratif dan tata
ruang, kgtjasama'antar daerah (pasal 87:1-4) dan pepyelesaian perselisihan antar daerah
(pasal 89).

Kebijakan pembangunan perikanan meliputi (1) pengelolaan sumberdaya
perikanan berkelanjutan, (2) pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan p;atani dan
nelayan, .,(3) peningkatan penyediaan bahan pangan sumber protein hewani dan bahan
baku industri di dalam negeri dan ekspor, (4)penciptaan lapangan kerja dan kesempatan
berusaha yang produktif, (5) peningkatan kualitas sumberdaya manusia, (6) penciptaan
iklim yang kon;iusif bagi pcra; masyarakat serta dunia usaha, dan (7) pemulihan dan
perlindungan potensi sumberdaya perikanan dan li‘ngkungannya. (Anggoro, 2005).

Kebijakan pemerintah memiliki batasan waktu dan lingkung;m serta dalam suatu
batas kewénangan'dari suatu aktor politik ataupemerintyah dan merupakan suatu respon
terhadap sustu kondisi atau suatu permasalahan tertentu yang berusaha ditangani atau
diselesaikan. (Widodo, 2001).

Tipologi umum mengenai kebijakan publik antara lain substance policics,
procedural policies, distributive policies,oredistributive policies, regulatory policies, sclf
regulatory policies, material policies, symbolic policies, collective goods policics,
private goods policies, liberal policies dan concervative policies (Islamy, 1994).

lmplemcniasi kebijakan publik adalah serangkaian tindak lanjut yang dilakukan
oleh lembaga atau badan tertentu yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara kebijakan.
Proses implementasi terdiri atas bebe!'apa tahapan serta aturan yang harus dipatuhi oleh
pelaksana agar dapat mencapai tindakan kebijakan (Abdullah, 1988).

E,ebih lanjut dikatakannya bahowa '(l) Proses implementasi program kebijakan )

o

adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah program atau kebijakan ditetapkan),



)

yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun
operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi
kenyataan. (2) Proses implementasi dalam kenyataan sesungguhnya dapat berhasil,
kurang berhasil atau gagal sama sekali. (3) Dalam proses implementasi sekurang-
kurangnya terdapat tiga unsur yang pen;ing dan mutlak, yaitu adanya program atau
kebijakan yang dilaksanakan, adanya taget group (kelompok sasaran) dan adanya unsur -
pelaksana (implementator) dan (4) Implementasi program atau kebijakan tidak mungkin
dilaksapakan dalam ruang hampa, sel:ingga faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan
politik) akan mempengaruhi prases implementasi. (Abdullah, 1988).

Khusus mengenai peranan: iembaga atau institusi ditegaskan oleh Wahab (1991)
bahwa birokras;i- memiliki posisi yang. strategis, mempunyai keahlian dan ketrampilan
yang profesidnal dalam fungsi dan mekanisme mulai perencanaan, pelaksanaan dan
evaluas;nya. Sedangkan Wibowo (1994)  merfyatakan bahwa apabi.la pelakséna
kebijakan ingin berjalan efektif, maka para ;ela!tsanan tidak hanya harus tahu apa yang
harus dike(iakén dan tidak hnaya mepunyai kemampuan untuk melaksanakan keijakan.

Tetapi para pelaksana harus mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan

sebuah kebijakan.

.\\-
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'IIL. TUJUAN DAN MANFAAT PE'NELlTlAN

3.1. Tujuan

’{:ujuarr dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kebijakan yang
diambil oleh Pemerintah Kabup;ten Lamongan dalam bidang pengelolaan sumberdaya
perikanan sebagai implementasi Undzing-undané No; 22/1999 jo Nomor 32/2004
tentang Pemrintahan Dacrah.

° 3.2. Manfaat

Dilri hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu berbagai kalangan publik
untuk dz:pat memahami, mengetahui dan menerima dengan kritis berbagai kebijakan
vang telah diambil oleh Pemerintah pada umumnya dan khususnya Pemerintah

Kabupaten Lamongan di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan laut sebagai

implementasi dari peraturan perundangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah.

Q

v



IV. METODE PENELITIAN

4.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupatén Lamongan, baik di lingkungan
pemerintah maupun di lingkungan mqsyarakat pesisir terutama di Kecamatan Paciranv
dan Brondong. Persiapan, diskusi dan analisis dilakukan di Laboratorium limu
Admi'nsitrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan limu Politik Universitas Airlangga.
Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan yaitu Bulan Mei sampai dengan Bulan
Oktober Tahun 2006.
42 Pengambilan Sampel :

Dalam penelitian i_ni (kualitatif) digunakan informan yang diartikan sebagai
pilihan peneliti dalam menentukan informasi atau situasi sosial tertentu yang dapat
memberikan informasi secara lengkap dan terpercaya mengenai suatu hal tertentt;
(Faisal 1990). Pop%lasi dari penelitian ini adalah semua pihak yang berkompetcn
dengan penetapan kebijakan pengelolaan perikana;l dan iplementasinya. Adapun
informan yang berasal dari aparat pelaksana in tetapkan secara purposive sampling
(sampel bertujuan), dalam hal ini Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perikanan Kelautan
dan Petehakan serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lamongan.
Sedangkan untuk informan yan;'; berasal dari kalangan publik terutama masyarakat
pesisir ditcmpkén berdasarkan faktor’ kebetulan (accidental sambling). yakni para
nelayan dan wzirga pesisir lainnya yang ada di Paciran dan Brondong, dengan jumlah 3
orang nelayan, 3 orang pamong desa, 2 orang ketua kelompok nelayan dan 2 orang

tokoh masyarakat, sehingga total informan sebanyak 13 orang.



4.3. Teknik Pengumpulan Data :

Data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.
Pengumpulan data prfmer dilakukan dengan cara wawancara mendalam (depth
interview) langsung pada para informan yang telah ditetapkan. Sedangkan data sekunder
dikumpulkan dengan cara memanfaatkan berbagai dokumen yang ada hubungannya
dengan permasalahan penelitian, yang dia;nbil dari pihak-pihak yang terkait. Selain itu .
teknik observasi jugaﬂ dilakukan dalam penelitian ini untuk mengamati secara langsung

pelaksanaan kebijakan di lokasi penelitian. (Moleong, 1994).

4.4. Rancangan ;’enelitian

Penelitién yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif, yakni penelitian yang
dimaksudkan i{ntuk menggambarkan fenomena empiris mésyarakat secara luas yang
didapatkan dari pernyataan dan kgtei'angan anggota masyarakat (data yang bersifat
kualitatif) dan akan dianalisis secara kualitatif juga. Seperti yang dikemukakan oleh
Melly dalam Kuntjaraningrat (1997), penelitian deskriptif adalah penelitian yang
melukiskan secara tepat suatu keadaan, suatu gejgla dan sebagainya yang merupakan
obyek penelitian, Perelitian inj sc;la'i'n mqmccahka;x masalah, juga menuturkan,
menganalisis, mengklasifikasi, membandingkan dan sebagainya.

Sedangkan mctode penelitian deskriptif menurut Nawawi (1991) sebagai
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan
keadaan .(s.ubyek atau obyek penclitian baik yang berupa orang, masyarakat dan lain-lain.
Selanjutnya dikatakan juga bahwa agar hasil penelijtian mempunyai bobot yang lebih

tinggi, maka fakta-fakta yang ditemukan harus diberikan penafsiran yang akurat.

-}
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Dengan kata lain metode ini tidak terbatas pada pcngumpuian dan penyusunan data
tertentu tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi tentang arti data itu.

.
4.5. Analisis Data :

Data yang terkumpul dikelompokkan dan dikategorikan dalam bentuk yang
mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakah upaya
" mencari jz;waban atas permasalahan. Data akan diuraikan dalam bentuk uraian-uraian
kualitatif sehingga akan dianalisis secara kualitatif pula, artinya terhadap data yang
diperoleh dilakukan pemaparan serta interprgtasi secara mendalam. Menurut Miles dan
Huberman (l99i) analisis data kualitatif terdiri dari reduksi data. penyajian data dan
penarikan simpulan atau verifikasi. Proses ini menjadi gambaran keberhasilan secara

berurutan sebagai serangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul. *
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian
5.1.1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Kabupaten Lamongan terletak di belahan pantai Utara Propinsi Jawa Timur
yang memiliki keunggulan dalam bidang perikanan dan kelautan. Lamongan memiliki
27 desa pesisir yang tersebar di pantai Utara Lamongan, yaitu di Kecamatan Paciran
dan Brondong. Panjang pantai Utara Lamongan adalah + 47 Km dengan jumlah nelayan
22.730 orang, yang dibagi dalam dua golongan yaitu Nelayan Buruh 18.455 orang dan
Nelayan Juragan atau pemilik 4.275 orang. Jumlah armada tangkap 5.345 buah dan
8.306 buah alat tangkap. Di Lamongan terdapat 5 (lima) Pusat Pendaratan lkan (PPI),.
yaitu : Lohgung, Labuhan, Brondong/Blimbing, Kranji dan Weru.

Sumberdaya perikanan dan kelaulaln yang dimiliki Kabupaten Lamongan sangat
beragam baik jenis maupun potensinya dan ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat
diperbarui. Disamping dikembangkan untuk Kegiatan bidang perikanan dan kelautan
Jjuga dimanfaatkan untuk Wisata Bahari Lamongan, Lamongan Integrated Shorebase
dan Pelabuhan ASDP.

Potensi Ipcrikanan tangkap di Kabupaten Lamongan cukup tinggi dibandingkan
dengan potensi periilcanan budidaya. Produksi perikanan tangkap ini mericapai 42.161
ton pada tahun 2004 dan 40.053 ton pada tahun 2005. Kontribusi usaha penangkapan
ikan di laut pada tahun 2006 mcncap;ai 44,17% dengan volume sebesar 37.937 ton.
Penurunan produksi ini disebabkan karena adanya kordisi over fishing, biaya

operasional meningkat khususnya BBM. Khusus mengenai perkembangan armada
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perikanan di Kébupatcn Lamongan disajikan pada 'I‘abe! 5.1. Pelabuhan Pelelangan

Ikan dan nilai produksi pada tahun 2005 disajikan pada Tabel 5.2

Tabel 5.1. Perkembangan Jenis Armada Perikanan di Kabupaten Lamongan

No. | Jenis Kapal Satuan 2003 2004 2005 Perkelinbangan
1. | Kapal Motor buah 2.353 2.400 2.384 : A)- 0,67
2. | Motor Tempel buah 5.277 5.331 5.385 1.01
3. | Perahu Layar buah l 155 100 169 5,63

Sumber : Lamongan Dalam Angka, 2005

<

Tabel 5.2. Produksi Perikanan Sektor Laut menurut Peiabuhan Pelelangan
lkan (PPI) dan Nilai Produksi di Kabupaten Lamongan

+ PPI Produksi (Kg) Nilai Produksi (Juta Rp.)
Lohgung 641.514 1.154,73
Labuhan 1.826.666 3.105,33

Brondong/Blimbing 30.561.299 45.841,93
Kranji 4.105.162 6.568,26

Weru 802.388 1.369,51
Jumlah 37.937.018 58.039,51

Sumber : Lamongan Dalam Angka, 2005

Untuk fnenjaga sumberdaya kelautan, pengawasan sumberdaya kelautan

ditujukan untuk lebih menihgkatkan kemampuan Pos Keamanan Laut Terpadu

(Poskamladu) pada luasan cakupan penanganan yang efektif dalam penegakan hukum

dan upaya pencegahan konflik nelayan serta sebagéi pusat penanganan publik untuk

nelayan di bidang hukum.

Budidaya air payau tersebar di pesisir pantai utara di wilayah Kecamatan

Brondong dan Paciran dengan produksi udang 676,30 Ton, banding 1.639,90 Ton dan
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kerapu 42,60 Ton dengan nilai sekitar Rp.38,427 milyard. Adapun perkembangan
budidaya air payau dapat dilihat dalam Tabel 5.3
Tabel 5.3. Perkembangan Budidaya Air Payau di Kabupaten Lamongan

No. Uraian Satuan | 2003 2004 2005 Perkemb (%)
1. | Udang Ton 663,00 676,30 678,49 0,30
2. |Bandeng ° |Ton _ |1.621,50 | 1.653,90| 1.580,37 - 16,52
3. Kerapu‘ Ton 41,80 42,60 171,30 307,14

Sumber : Lamongan dalam Angka, 2005.

5.1.2, Pei‘aturan-l’eratura; Pelaksanaan Scbagai,;lﬁplemcntasi Undung-Undang

Nomor 32 Iii Kabupaten Lamongan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang
mengatur tentang pemerintahan daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999. Pasal 18 dari undang-undang tersebut mengatur tentang kewenangan
pemerintah daerah dalam berbagai tugas otonomi termasuk pengelolaan sumberdaya di
wilayah laut. Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan tersebut antara lain adalah :
dacrah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenaigan untuk mengelola sumberdaya
di wilayah laut (Ayat 1) ; daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya
alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan dan perundang -
undangan (Ayat 2).

Kewenangan daerah untuk4 mengelola. sumberdaya di wilayah laut -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi,
dan pengelolaan kekayaan laut ; (b) ,;aengaturan administratif ; (c) pengaturan tata ruang
; (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang

o
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dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah ; (c) ikut serta dalam pemeliharaan
keamanan (f) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara dan (g) kerjasama dan
penyelesaian konflik antar daerah )

Selanjutnya disebutkan bahwa kewenangan untuk mengelola sumberdaya di
wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk
propinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan propinsi untuk kabupaten/kota.
Apabila wilayah laut antara 2 (dua) propinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil,
kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah lgut dibagi ssma jaraic atau diukur
sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) propinsi tersebut, dan untuk
kabupaten/kota memperoleh i/j (sep'eniga) dari wilayah’ kewenangan . propinsi
dimaksud. , .

Pelakséqaan pengelolaan sumberdaya di wilayah laut di Kabup?ten Lamongan
ditaur melalui peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
Beberapa peraturan pelaksanaan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah
Lamongan adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan ,Non;or 4 Tahun 2004 Tentang
Pengerukan dan Reklamasi di l(al;upaten Lamongan.

Peraturan ini disahkan tanggal 2 Desember 2004, dengan pertimbangan dalam
rangka keselamatan pelayaran dan pelestarian lingkungan di wilayah perairan, sehingga
perlu dilakukan kegiatan pengerukan dan reklamasi di Kabupaten Lamongan,

Kegiatan pengerukan dan reklamasi boleh dilakukan dalam rangka untt;k
emnunjang kegiatan kepelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah

kepentingan pelabuhan. Kegiatan ini harus memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang
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Wilayah (RTRW) Daerah, keselamatar; pelayaran, kelestarian lingkungan dan Rencana

induk Pelabuhan. T

2. Peraturan Daerab Kabupaten Lamon)gan Nomor 8 tahun 2004 tentang
Rc'tribusi P.engukuran, Pemberian Surat tanda Kebapgsaan Kapal (Pas Kecil) -
dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal, '

Peraturan ini disahkan pada tanggal 2 Desember 2004 dengan tujuan

ditetapkannya adalah untuk kelancaran lalu lintas di perairan laut dan sungai serta guna
keselamatan pelayaran, maka perlu adanya pengatiran, pengawasan dan pengendalian
terhadap operasional kapal di perairan. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum dan tinmgkat penggunan jdsa diukur berdasarkan jenis dan ukuran kapal, yang
dibedaka‘g dalam kelompok kapal dengan konstruksi“kayu dan sejenisnya, kapal dengan
konstrulgsi serat fiber dan sejenisnya dan' kapal dengan konstruksi besi ferrocement dan

sejenisnya. . °

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2004 tentang -
Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan di-Kabupaten Lamongan.

Peraturan 'ini ditetapkan tanggal 2 Desember 2004, guna mendorong
pertumbuhan da;i pengembangan usaha perikanan serta untuk melindungi sumberdaya
alam di Kabupaten Lamongan, khususnya yang berada di perairan, maka perlu adanya
pengaturan mengenai usaha perikanan di Kabupaten Lamongan.

Izin usaha perikanan dan kelautan meliput.i usaha penangkapan ikan di.
perairan umum, usah.a pembudidayaan ikan, usaha pengolahan ikan, usaha eksploitasi
kekayaan laut selain ikan, usaha eksplqrasi laut, pemasangan rumpon, penanaman atau

pemancangan sarana di laut, dan peredaran hasil perikanan.
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Retribusi izin usaha perikanan dann kelautan termasuk golongan retribusi
perijinan tertentu dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan
klasifikasi, volume dan jenis pemanfaatan usaha yang dilakukan. Prinsip penetapannya
untuk mengganti administrasi, biaya pémbinaan, pengt_:ndalian dan pengawasan.

o
4, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 50 Tahup 2000 tentang
Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan lkan di Kabupaten
Lamongan

Peraturan ini disahkan tanggal 18 Desember 2000, mengatur tentang ruang
lingkup dan jenis-jenis retribusi Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, selanjutnyaa
penyelenggaraan pelelangan ikan termasuk lingkup retribusi pasar grosir dan atau
pertokoan dengan segala aktifitasnya merupakan jenis retribusi Kabupaten.

Obyek retribusi ini adalah pelayanan penyediaan fasilitas penyelenggaraan
lelang ikan oleh Pemerintah Daerah berupa tempat pelelangan ikan baik yang dibangun
oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
Maksud dan tujuan penyelanggaraan belelangan ikan di Tempat Pelelangan lkan adalal;
untuk mendapatkan kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga pasar bagi
nelayan, meningkatkan taraf hidup? dan Kkesejahteraan nelayan, meningkatkan
f?cndapatan. dacrah, memberdayakan koperasi nelayan, me_ningkatkan poengetahuan dan
kemampuan nelayan, sebagai sarana pengumpulan data statistik perikanan, dan pusat

pembinaan nelayan. o
[+]

17



5.1.3. Rencana Strategis bidang Perikanan dan Kelautan di Kabupaten
Lamongan

Tujuan pembuatan Renstrd Perikanan dan Kelautan adalal_1 untuk
menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lamongan
serta visi dan misi Daerah dalam bnetuk dokumen perncanaan. Dokumen ini merupakan
suatu dokumen perencanaan pembangunan dibidang ekonomi di sector perikanan dan
kelautan, yang memberikan arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program
yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan (tahun 2006 — 2010)

Kebijakan umum yang harus dicapai dalam pembangunan perikanan dan
keiautan ﬁwliputi : (l) pengembangan usahaﬁbudidaya. perikanan dan kelautan, (2)
pengendalian usaha perikanan dan kelautan, (3) peningkatan mutu hasil perikanan dan
peinbangunan [pemasarannya, (4) peningkatan kelembagaan perikanan dan’ kelautan,
dan () peningkatan infrastruktur perikanan kelautan dan perikanan.

Untuk mencapai. tujuan pembangunan per:ikanan maka visi dari Dinas Perikanan,
Kelautan dan Petemmakan Kabui)atpn Lamongan adalah : Terwujudnya peningkatan
perekonomian dacrah melalui optimalisasi usaha dan pemberdayaan masyarakat di
bidang ;‘>erikan.an, kelautan dan pewmakan. Sedangkan misi dalam rangka mewujudkan
visis yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya laut adalah : mengembangkan dan
mendayagunakan sumberdaya perikanan, kelautan dan peternakan yang berkelanjutan
dan bertanggung jawab. Untuk mencapai misi tersebut maka tujuan RPJM Kabupaten
Lamongan adalah meningkatkan produksi dan kcanekaragaman jenis ikan. Strategi yang
diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan pengelolaan dan

pendayaBunaan sumberdaya perikanan secara optimal.
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Salah satu kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Lamongan RPIM 'tahun 2006 — 2010 pada scktor kelautan adalah
peningkatan pengelolaan dan p;.endayagunaan sumberdaya perikanan secara optimal.
Program kegiatan pengembangan sumberdaya keléutan yang dilaksanakan adalah : (1)
pengembangan kawasam budidaya laut dan air payau ; (2) penataan dan pengelolaan
perairan di wilayah laut kewenangan kabupaten ; (3) pembangunan dan pengembangan
sarana dan prasarana kelautan ; (4) pengenalian dan peningkatan pclayanan perijinan
usaha ; (5) pengawasan eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan ; (6) fasilitas
infrastru:tur bahan baker untuk nelayan ; (7) penge(flbangan system jaringan informasi

kelautan ; (8) pembinaan pengembangan sumberdaya kelautan dan (9) peningkatan

kualitas armada tangkap (palkah / handling space).

5.2. Peml;ahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa Peraturan Daerah sebagai
implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya dalam
pengelolaan su;nber daya perikanan laut telah ditetapkan dalam kerangka untuk
mencapai tujuan pembangunan (R;’JM) Kabupaten Lamongan. Selain itu berbagai.
Peraturan Daerah dimaksud juga menunjukkan seberapa besar dan luas otonomi yang
dimiliki sebagi wujud dan bentuk kewenangan Kabup'aten Lamongan seba'g.ai daerah
otonom. Hal ini sc;suai dengan pendapat Abdullah (1988) bahwa implementasi
kebijakan public merupakan serangkaian tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga
atau badan tertentu yang telah ditunjuk sebagai penyclgnggara kebijakan.

Demikian juga penetapan Rencana Strategis (Renstra) bidang perikanan dan

kelautan yang telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi srta berbagai



program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2006 ~ 2010 merupakan
bentuk implementasi yang lain, Dengan pertimbangan potensi yang ada, sarana dan
prasarana’yangvtersedia serta kemampuan untuk mencapai sasaran menjadi pendorong
dalam meningkatkan perikanan dan kelautan sesuai program yang telah ditetapkan.

Jika implementasi dimaknai sebagai proses implementasi program/kebijakan,
maka akan terlihat rangkaian kegiat#n tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan yaitu
pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional yang ditempuh
untuk mewujutkan kebijakan menjadi kenyataan (Abdullah, 1988), maka implementasi
dari Undang-undang: tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam hal pengelolaan
sumber daya pefikanan laut untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 5.4 berikut
ini.

Menurut Wahab (1991) proses implementasi kebijakan publik sekurang-
kurangnya ada tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu adanya (1) program/kebijakan,
target group (kelompok sas;aran) dan adanya unsur pelaksana (implementator), maka
dalam kaitannya dengan implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terlihat
bahwa ketiga unsur tersebut sudah terpenuhi meskipun khusus untuk kebijakan belum
scluruh wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah daerah dapat dircalisasikan dalam
berbagai peraturan yang memungkinkan. Namun demikian berbagai program tclal;
ditetapkan dan dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan yang discbut
de'ngan Rencana Strategis sebagai u;)aya untuk mencapai Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Tahun 2006 — 2010 Kabupaten Lamongan.
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Tabel 5.4. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Laut

Undang-undang 32/2004

Peraturan Kabupﬁten

Program dalam Renstra

1, Eksplorasi, eksploitasi,
konversi & pengelolaan
kekayaan laut

2. Pengaturan administratif
3. Pengaturan Tataruang

4, Penegakan hukum

5. ‘Pemeliharaan Kamla

g. Kerjasama dan konflik

antar daerah,

1. Perda 4/2004
Pengerukan &
Reklamasi di
Kabupaten Lamongan.

2. Perda 7/2004 Retribusi

Usaha Perikanan &
‘Kelautan

3. Perda 8/2004 Retribusi
Pengukuran,-Pemberian -

Pas Kecil Kapal.

4. Perda 55/2000 Kawasan

‘Lindung

]

1. Pengembangan kawasan
budidaya laut dan air
payau

2. Penataan & pengelolaan
perairan di wilayah laut .
kewenagan kabupaten

3. Pembangunan dan
pengembangan sarana
dan prasarana kelautan

4. Pengendalian dan :
peningkatan pelayanan
perijinan usaha

5. Pengawasan eksploitasi
sumberdaya perikanan
dan kelautan

6. Fasilitas infrastruktur
bahan baker untuk
nelayan

7. Pengembangan system

‘| - jaringan informasi

kelautan

8. Pembinaan
pengembangan
sumberdaya kelautan

9. Peningkatan kualitas
armada tangkap.

10. Peningkatan

kesejahteraan nelayan.

Sumber : Hasil Wawancara dengan Informan (2006)

[+]

Program/Kebijakan yang telah ditetapkan di Kabupaten Lamongan adalah

sebagai berikut :

. ‘
1. ‘Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengerukan

dan Reklamasi di Kabupaten Lamongan. Implementator dari peratuiran ini adalah

S

Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah, Dinas

Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten lamongan, dengan kelompok sasaran adalah
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perorangan atau badan yang melakukan kegiatan pengerukan dan reklamasi dalam

rangka menunjang kegiatan kepelabuhan.

2. Peraturan Dacrah Kabupatex; Lamongan Nomor 8 tahun 2004 tentang Retribusi
Pengukuran, I?erhberian S;zmt tanda kebangséan Kapal'(Paé Kecil) dan Sertifikat
Kesempurnaan Kapal. lm.plemematorr dari peraturan ini adalah Bupaii beserta
perangkat daerah otonom sebagai bddan cksekutif daerah, Dinas Perikanan, Kelautan
dan Peternakan Kabupaten Lamongan, dan sebagai kelompok sasaran adalah
Perusahaan dan atau nelayan yaxi.g melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan
kapal/perahu motor tempel 1, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, eksploitasi,
eksplorasil laut, penanaman atau pemancangan sarana di luar pelabuhan, pemasangan

rumpon di laut dan peredaran hasil perikanan.

3. .Penjaturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi lzin
Usaha Pgrikanén dan Kelautan di Kabupaten Lamongan. Sebagai implementator dari
peratu|;an ini adalah Bupati beserta perangkat daer;h otonom sebagai badan eksekutif
daerah, Dinas Perhubungan dan I;qriwisata Kabupaten Lamongan, dengan kelompok
sasaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayan pen'gukuran,
pendaﬁax:én. pemberian surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil) dan seriifikat

kesempurnaan kapal ukuran isi kotor < GT.7.
4. Peraturan Da'erah Kabupaten Lamongan Nomor 50 Tahun 2000 tentang Retribusi

Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kabupaten Lamongan. Implementator

dari peraturan ini adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan
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~ eksekutif daerah, Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan,
dengan kelompok sasaran yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas
berupa Témpat Pelclangan lkan sebagai sarana pelayanan penyelenggaraan pelelangan
ikan.

Ditetapkan dan dilaksanakannya peraturan-peraturan daerah terscbut sebagai
implementasi Undang-Undang No. 32 Th. 2004, nampak adanya : (1) Peningkatan jenis
armada kapal motor t;‘.mpel dari 5.331 kap;l (tahun 2004) menjadi 5.385 kapal (laI;un
2005) dan perahu layer dari 100 menjadi 169 perahu layar. (2) Peningkatan produksi
perikanan sektor laut menjadi 37.937.018 Kg dengah nilai rupiah 58.039,51 juta. (3)
Peningkatan produksi budidaya air payau dari 421.60 Ton (tahun 2004) menjadi 171,30

Ton (tahun 2005)
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VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan ‘ N

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka simpulan yang dapat

disjukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

Secara umum meskipun belum menjangkau seluruh kewenangan yang dimiliki
sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah merealisasikan
kewenangannya untuk menetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai bentuk
implementasi pengelolaan sumbe';-daya perikanan laut berdasarkan Undang-
undang tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai bentuk yang lain dari implementasi Undang-undang nomor 32 tahun
2004, berbagai jenis program dan kegiatan telah dirumuskan dalam Rencana
Strategi bidang perikanan dan kelautan ya;zg dikaitkan dengan Rencana
Peinbangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan.

6.2. Saran ‘ - .

Saran yz'ing'u dapat diajukan dalam pénelitian ini adalah sebagai berikut :'

. Untuk menunjukkan dan meningkatkaﬁ kewenangan otonom yang dimiliki

Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki,
maka perlu segera dirumuskan dan ditetapkan kebijakan pengelolaan
sumberdaya perikanan laut ke dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai . wujut
implementasi dari Uncang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah.

Berbagai prograin dan kegiatan di bidang perikanan dan kelautan yang telah
disusun dalam Rencana Strategis RPJM Kabupaten Lamongan tahun 2006 -
2010, perlu ditindaklanjuti dengan dibuatnya berbagai peraturan sebagai dasar
hukum yang kuat untuk merealisasikan program. .

L'
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